
BUPAT I KAPUAS H U L U 

PROVINSI KALIMANTAN B A R A T 

PERATURAN BUPATI KAPUAS H U L U 

NOMOR 85 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI 

S E R T A TATA K E R J A DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA, DAN 

STATIST IK KABUPATEN KAPUAS H U L U 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI KAPUAS H U L U , 

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan u rusan 

pemerintahan di bidang persandian ya i tu dengan 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi D inas 

Komunikas i , Informatika, dan Statist ik Kabupaten Kapuas 

Hu lu , perlu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupat i Nomor 60 T a h u n 2016 

Kedudukan, S u s u n a n Organisasi, Tugas dan Fungs i Serta 

Ta ta Kerja D inas Komunikas i , Informatika, dan Statistik 

Kabupaten Kapuas Hu lu ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 

1953 tentang Pembentukan D a e r a h T ingkat I I d i 

Kal imantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 

2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4252); 

3 . Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan T ransaks i Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

T a h u n 2008 tentang Informasi dan Transaks i Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 2 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publ ik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 6 1 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; 

5. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur 

Sip i l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a b u n 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa ka l i , terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publ ik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4485) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 T a h u n 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan T ransaks i Elektronik 

(Lembaran Negara Repulik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 

189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5348); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402) ; 

1 1 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 90 T a h u n 2019 

tentang Klasi f ikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hu lu Nomor 6 

T a h u n 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u ; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u Nomor 7 

T a h u n 2016 tenteng Pembentukan dan S u s u n a n 

Perangkat Daerah sebagaimana telah d iubah beberapa 

ka l i , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

K a p u a s H u l u Nomor 6 T a h u n 2020 tenteng Perubahan 

Ketiga a tas Peraturan Daerah Nomor 7 T a h u n 2016 

tenteng Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah; 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I TENTANG P E R U B A H A N 

ATAS P E R A T U R A N B U P A T I NOMOR 60 TAHUN 

2016 K E D U D U K A N , SUSUNAN ORGANISASI , 

T U G A S DAN F U N G S I S E R T A TATA K E R J A DINAS 

KOMUNIKASI , INFORMATIKA, DAN S T A T I S T I K 

K A B U P A T E N KAPUAS H U L U . 

Pasa l I 

Ketentuan da lam Peraturan Bupa t i Kapuas H u l u Nomor 60 T a h u n 

2016 tenteng Kedudukan , S u s u n a n Organisas i , Tugas d a n Fungs i , 

Se r ta T a t a Ker ja D inas Komunikas i , Informatika, dan Stat is t ik 

Kabupaten K a p u a s H u l u (Ber i ta Daerah Kabupaten K a p u a s 

H u l u T a h u n 2016 Nomor 62) d iubah sebagai ber ikut: 

1. Ketentuan Pasa l 3 d iubah, sehingga Pasa l 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasa l 3 

D i n a s Komunikas i , Informatika, dan Stat is t ik mempunyai 

tugas membantu Bupa t i me laksanakan U r u s a n Pemerintahan 

B idang Komunikas i dan Informatika, B idang Stat ist ik dan 

B idang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan 

tugas pembantuan yang diber ikan kepada Daerah. 
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2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

Kepala D inas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) 

h u r u f a , mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan 

u m u m dan teknis D inas Komunikas i , Informatika, dan 

Stat ist ik sesuai dengan kewenangan di bidang Komunikas i , 

Informatika, Stat ist ik dan persandian. 

3 . Ketentuan hu ru f c Pasa l 7 d iubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasa l 7 

Un tuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 

6, Kepala D inas melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a . Penyusunan rencana strategis D inas Komunikas i , 

Informatika, dan Statist ik; 

b. pengkoordinasian se luruh kegiatan Dinas Komunikas i , 

Informatika, dan Stat ist ik dengan instans i la innya; 

c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di bidang Komunikas i , Informatika, Stat ist ik 

dan Persandian; 

d . pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan u m u m 

dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebi jakan 

yang telah ditetapkan; 

e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan 

D inas ; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

Dinas ; 

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan Bupat i sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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4. Ketentuan ayat (1) Pasa l 16 diubah, dan hu ru f b, h u r u f c dan 

hu ru f d ayat (2) Pasa l 16 diubah, sehingga Pasa l 16 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasa l 16 

(1) Bidang Komunikas i dan Informasi Publik sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu 

Kepala D inas dalam merumuskan kebi jakan teknis dan 

melaksanakan program pengelolaan informasi dan 

komunikas i publ ik yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) U n t u k melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), Bidang Komunikas i dan Informasi Publ ik 

melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a . penyusunan program kerja Bidang Komunikas i dan 

Informasi Publik; 

b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

melaksanakan program pengelolaan informasi dan 

komunikas i publik; 

c. penyusunan rencana program dan pelaksanaan 

pengelolaan informasi dan komunikas i publik; 

d . Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas 

Komunikas i Pemerintah Daerah; 

e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

Bidang Komunikas i dan informasi Publik; 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada 

Bidang Komunikas i dan Informasi Publik secara 

periodik; 

g. pelaporan perkembangan pe laksanaan tugas Bidang 

Komunikas i dan Informasi Publ ik secara periodik; dan 

h . pelaksanaan fungsi l a in yang diberikan oleh Kepala 

D inas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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5. Ketentuan ayat (1) Pasa l 18 diubah, dan huru f b dan h u r u f c 

ayat (2) Pasa l 18 d iubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 18 

(1) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas membantu 

Bidang Komunikas i dan Informasi Publik da lam 

menyiapkan bahan perumusan kebi jakan teknis dan 

melaksanakan pengelolaan informasi publik Pemerintah 

Daerah. 

(2) Un tuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 

ayat {1), Seks i Pengelolaan Informasi melaksanakan fungsi 

sebagai berikut: 

a . penyusunan rencana kegiatan Seks i Pengelolaan 

Informasi; 

b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan pengelolaan informasi publik Pemerintah 

Daerah; 

c. penguatan tata kelola komisi informasi d i Daerah; 

d. pengelolaan opini dan aspiras i publik d i l ingkup 

Pemerintah Daerah; 

e. pengelolaan informasi un tuk mendukung kebijakan 

nasional dan pemerintah daerah; 

f. pelayanan informasi publik; 

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seks i 

Pengelolaan Informasi; dan 

h . pe laksanaan fungsi l a in yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Komunikas i dan Informasi Publ ik sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Ketentuan ayat (1) Pasa l 19 diubah, dan hu ru f b, h u r u f e dan 

h u r u f f ayat (2) Pasa l 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasa l 19 

(1) Seks i Komunikas i dan Media Publ ik mempunyai tugas 

membantu Bidang Komunikas i dan Informasi Publik da lam 

menyiapkan bahan perumusan kebi jakan teknis dan 

melaksanakan pengelolaan komunikas i publik Pemerintah 

(2) Un tuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), Seks i Komunikas i dan Media Publik melaksanakan 

fungsi sebagai berikut: 

a . penyusunan rencana kegiatan Seks i Komunikas i dan 

Media Publik; 

b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk 

Pemerintah Daerah; 

c. penyediaan konten l intas sektoral dan pengelolaan 

media komunikas i publik; 

d . penguatan kapasitas sumber daya komunikas i publik; 

e. pengelolaan media komunikas i publ ik dan manajemen 

komunikas i kr i s i s ; 

f. penyelenggaraan Layanan Hubungan Media dan 

Hubungan Masyarakat serta Kemitraan Komunitas dan 

Pemangku Kepentingan; 

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seks i 

Komunikas i dan Media Publik; dan 

h . pe laksanaan fungsi l a in yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Komunikas i dan Informasi Publ ik sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Daerah. 

pengelolaan komunikas i publ ik 
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7. Ketentuan ayat (1) Pasa l 2 1 d iubah, dan hu ru f b, h u r u f c, 

h u r u f d dan hu ru f e ayat (2) Pasa l 21 diubah, sehingga Pasal 

2 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa l 2 1 

(1) Bidang Stat ist ik dan Apl ikasi Informatika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 , mempunyai tugas membantu 

Kepala D inas dalam merumuskan kebi jakan teknis dan 

melaksanakan program penyelenggaraan statist ik sektoral, 

ap l ikas i informatika dan penyelenggaraan pemandian 

un tuk pengamanan informasi. 

(2) Un tuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), Bidang Statist ik dan Aplikasi Informatika 

melaksanakan fungsi sebagai b e r i ku t : 

a . penyusunan program kerja Bidang Stat ist ik dan 

Apl ikasi Informatika; 

b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

melaksanakan program penyelenggaraan statist ik 

sektoral, apl ikasi informatika dan penyelenggaraan 

persandian un tuk pengamanan informasi; 

c . pelaksanaan program penyelenggaraan statist ik 

sektoral; 

d. pelaksanaan program penyelenggaraan apl ikas i 

informatika; 

e. pe laksanaan program penyelenggaraan persandian 

un tuk pengamanan informasi; 

f. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada 

Bidang Stat ist ik dan Apl ikasi Informatika secara 

periodik; 

g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang 

Statist ik dan Aplikasi Informatika secara periodik; dan 

h . pe laksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, dan huru f b, hu ru f c, 

hu ru f d dan hu ru f e ayat (2) Pasa l 23 diubah, sehingga Pasal 

23 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

(1) Seks i Stat ist ik mempunyai tugas membantu Bidang 

Stat ist ik dan Apl ikasi Informatika dalam menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan 

penyelenggaraan statistik sektoral d i l ingkup daerah serta 

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. 

(2) Un tuk melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), Seks i Stat ist ik me laksanakan fungsi : 

a . penyusunan rencana kegiatan Seks i Statist ik; 

b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral d i 

l ingkup daerah, penyelenggaraan persandian un tuk 

pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan 

penetapan pola hubungan komunikas i sandi antar 

Perangkat Daerah; 

c. penyelenggaraan statistik sektoral di l ingkup Daerah; 

d. penyelenggaraan persandian un tuk pengamanan 

informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola 

hubungan komunikas i sandi antar Perangkat Daerah; 

e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seks i 

Statist ik; dan 

f. p e l aksanaan fungsi la in y a n g d iber ikan oleh Kepala 

Bidang Stat ist ik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Ketentuan ayat (1) Pasa l 24 diubah, dan ayat (2) Pasa l 24 

huru f b, huru f c, h u r u f d diubah dan huru f e dihapus, 

sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa l 24 

(1) Seks i Apl ikasi Informatika mempunyai tugas membantu 

Bidang Stat ist ik dan Aplikasi Informatika da lam 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

melaksanakan pengelolaan n a m a domain yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain d i 

l ingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan e-government 

d i l ingkup Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Seks i Apl ikasi Informatika melaksanakan fungsi 

sebagai berikut: 

a . penyusunan rencana kegiatan Seks i Apl ikasi 

Informatika; 

b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain d i 

l ingkup Pemerintah Daerah serta pengelolaan e-

government di l ingkup Pemerintah Daerah; 

c. pengelolaan n a m a domain yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dan sub domain d i l ingkup 

Pemerintah Daerah; 

d . serta pengelolaan e-government d i l ingkup Pemerintah 

Daerah; 

e. d ihapus; 

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seks i 

Seks i Apl ikasi Informatika; dan 

g. pe laksanaan fungsi l a in yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Stat ist ik dan Aplikasi Informatika sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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10. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 dis is ipkan 1 (satu) Pasal yai tu 

Pasa l 37A, yang berbunyi sebagai berikut: 

S e lu ruh Aparatur S ip i l Negara yang melaksanakan tugas pada 

D inas Komunikas i , Informatika, dan Statist ik, sepanjang 

belum ada penugasan yang b a r u dar i Pejabat Pembina 

Kepegawaian tetap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing dan diberikan hak -hak kepegawaian 

sampai dengan adanya penetapan, pelantikan dan/atau 

pengukuhan yang baru oleh Bupat i . 

Peraturan Bupat i i n i mula i ber laku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan 

Peraturan Bupat i in i dengan penempatannya dalam Ber i ta Daerah 

Kabupaten Kapuas Hu lu . 

Pasal 37A 

Pasal D 

Ditetapkan d i Putuss ibau 

Diundangkan di Putussibau 
pada tanggal 10 November 2020 

^ $ ^ < ^ > E K R E T A R I S D A E R A H 
K ^ t ^ A T B ^ A P U A S H U L U , 

A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2020 
NOMOR 85 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 6F TAHUN 2020 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU 
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